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BAB I
PENGERTIAN DAN RUANG LINGXUP
HUKUM AGRARIA DAN HUKUM TANAH

A. Pengertian Hukum

Hukum memiliki banyak bentuk dan segi, sehingga sulit
memberikan definisinya yang lengkap. Bahkan, Van Apeldoorn
mengatakan bahwa tidak mungkin untuk memberikan satu rumusan
yang dapat memuaskan, Setiap rumusan yang diberikan oleh seorang
ahli hukum pada umumnya bersifat merugikan, karena definisi tersebut
tidak dapat mengekspresikan secara jelas wajah-lengkap hukum itu
sendiri.!

Salah satu wajah-hukum yang selalu diamati oleh para sarjana
hukum adalah *hukum sebagai kaidah (norm).’ Utrecht mendefinisikan
hahwa hukum sebagai kaidah merupakan himpunan petunjuk-hidup
(perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tatatertib
dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota
masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelangggaran atas petunjuk
hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah
masyarakat itu.?

Bagi penulis, kaidah/norma yang dimaksud di atas dapat
bersifat tertulis dan tidak tertulis. Yang bersifat tertulis dapat ditemukan
pada aturan perundang-undangan, sedangkan yang bersifat tidak tertulis
dapat ditemukan pada adat dan kebiasaan.

Bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis
itu dapat dilihat pada UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan. Di dalam UU tersebut dinyatakan
bahwa jenis dan hirarkhi dari peraturan perundang-undangan di
Indonesia terdiri atas:

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan
hukum dasar tertulis yang mengatur keseluruhan penyelenggaraan
negara di Indonesia;

2. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
(Perpu), yang disebut sebagai undang-undang adalah peraturan
perundang-undangan yang dibentuk cleh DPR dengan persetujuan
Presiden, sedangkan Perpu adalah peraturan perundang-undangan

'), van Apeldoorn, Pengantar limu Hukum, Penerbit Noor Komala d/h Noordhoff=
Kollf N.V. Djakarta, 1962, him. 1.

' I, Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Penerbit P.T. “Penerbitan Universitas”,
[1jakaita, 1966, him. 13.
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